
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir 

penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam 

simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Upaya strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi memiliki cara 

dan teknik tersendiri dalam pengungkapan kasus/permasalahan tindak pidana 

korupsi. Memiliki tahapan kegiatan yang sering disebut intelligence cycle atau 

Roda Perputaran Intelijen (RPI) adalah proses pengembangan informasi dasar 

menjadi produk intelijen bagi pengguna (user) untuk pengambilan keputusan 

atau tindakan. Roda Perputaran Intelijen (RPI) dipergunakan pada setiap 

kegiatan intelijen yang berupa penyelidikan (Lid), pengamanan (Pam) dan 

penggalangan (Gal). Pelaksanaan kegiatan penyelidikan memperhatikan 

pendekatan kriminalistik SOM dan pendekatan alat bukti. Pendekatan 

kriminalistik SOM yaitu S (subyek) adalah saksi, ahli, calon tersangka, O 

(obyek) yaitu sasaran, sarana dan hasil kejahatan serta M (modus operandi) 

yaitu bagaimana kejahatan dilakukan. Pendekatan alat bukti dengan 
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memperhatikan Pasal 184 KUHAP adalah saksi, ahli, surat, petunjuk dan 

terdakwa. Setelah adanya minimal dua alat bukti dan terpenuhinya unsurunsur 

tindak pidana korupsi selanjutnya berkas Hasil Operasi Intelijen Yustisial 

dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus untuk dilakukan penyidikan (Dik). 

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi adalah 

faktor perundang-undangan, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor sarana 

dan prasarana. Ketentuan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan 

tuntutan perkembangan masyarakat dan reformasi birokrasi pemerintahan 

serta tidak sepenuhnya mengakomodasi tugas dan wewenang Intelijen 

Yustisial Kejaksaan. staff Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung belum seluruhnya mendapat dan menguasai materi teknik perkara 

dan minimnya personel intelijen serta sarana prasarana intelijen.  

 

B. Saran 

 

1. Penempatan standar kerja dan karier bagi Kejaksaan hendaknya dilaksanakan 

secara jelas, terukur dan profesional sebagai pedoman dalam kinerja 

menyelesaikan penanganan tindak pidana korupsi secara profesional dan 

bermoral. Dengan adanya penetapan standar kinerja tersebut dapat 

memberikan motivasi positif bagi Jaksa dan Tata Usaha. 

2. Agar upaya Intelijen Yustisial Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung lebih optimal maka diperlukan peningkatan kemampuan dan 

keterampilan staff Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam hal manajemen, metode 
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dan teknik intelijen dasar maupun lanjutan dengan dibekali dana operasional 

yang memadai serta penggunaan sarana teknologi dan informasi yang terkini. 

 


